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A. TUJUAN KEBIJAKAN EKONOMI
· Seperti telah disampaikan pada kuliah terdahulu, tujuan (objectives atau ultimate tergets) kebijakan ekonomi adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable economic growth)

2. Inflasi terkendali 
3. Neraca Pembayaran yang mantap (conducive Balance of Payments)

4. Peningkatan kesempatan kerja atau penurunan pengangguran

5. Pemerataan secara adil

· Tujuan diatas akan menjamin terdapatnya peningkatan pendapatan per kapita (income per capita) secara terus menerus (secular) dan bukan secara siklus (cyclical). 
Peningkatan dimaksud menunjukkan terjadinya pertumbuhan ekonomi (economic growth) atau pembangunan ekonomi (economic development), sebagaimana dimaksud dalam teori yang telah disampaikan sebelumnya. 

Lebih dari itu, bagi economic development juga membawa transformasi masyarakat yang menghasilkan : 

1. Perubahan dalam nilai yaitu terutama berupa perubahan sikap masyarakat serta kondisi sosial karena perkembangan ekonomi. 
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga, demi memacu dan memantapkan perkembangan ekonomi secara berkelanjutan.

B. FOUR WHEELS UNTUK ECONOMIC GROWTH DAN ECONOMIC DEVELOPMENT
· Seperti telah dibahas pada kuliah-kuliah sebelumnya, teori economic growth berkaitan dengan negara-negara maju (developed countries --- DCs), sedangkan teori economic development menyangkut negara-negara berkembang (less developed countries --- LDCs, atau developing countries). 
Namun baik untuk the DCs economic growth  maupun bagi the LDCs economic development, keduanya sama-sama membutuhkan empat faktor penentu (four wheels) : 

1. SDA (sumber daya alam --- natural resources) --- R 

2. SDM (sumber daya manusia baik skill dan unskilled labor serta enterpreuner --- labors and enterpreuners) --- L

3. Modal (physical capital --- modal ini baik berupa social overhead capital yang umumnya dibangun dan dipelihara oleh pemerintah dan private capital seperti pabrik) --- K 

4. Teknologi (technology)
Artinya untuk produksi barang dan jasa (Y atau Q) atau kegiatan ekonomi, diperlukan peningkatan four wheels dimaksud.

· Secara matematis ditulis :   

1. Fungsi produksi agregat (aggregate production function --- AFP) :
Bentuk umum AFP (Aggregate Supply --- AS) :      Y = f(R,L,K)
The Cobb-Douglas AFP (AS)  :   Y  =  AertK(L(1-(), dimana :

        R dianggap tetap

        (         =  elastisitas dari Y terhadap K ( ((Y/(K)/(K/Y)

        (1– () =  elastisitas dari Y terhadap L ( ((Y/(L)/(L/Y)
2. Derivatif dari the Cobb-Douglas AFP itu menyatakan :

                    q  =  r  +  (h + (n

            Artinya, pertumbuhan GDP atau GNP atau Y disebabkan oleh kemajuan teknologi (r), peningkatan modal K dengan kontribusi sebesar (, dan peningkatan baik jumlah maupun kualitas SDM L dengan konstribusi sebesar (1– (). 
             Pernyataan ini sesuai dengan teori economic growth : teori klasik, teori neo klasik, teori Harrod-Domar, seperti telah dibahas sebelumnya. 

· Aggregate Supply (AS), dan Aggregate Demand (AD) 

1. Pembahasan diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah pertumbuhan Aggregate Supply (AS).

2. Dilihat dari Aggregate Demand (AD) atau Aggregate Expenditure, pertumbuhan AS hanya terjadi apabila terdapat peningkatan AD.

Peningkatan AD adalah peningkatan (C + I + G + X – M), dimana 

    C  =  konsumsi (consumption)

    I   =  investasi (investment) oleh pihak swasta 

   G  =  pengeluaran atau belanja pemerintah (APBN), untuk rutin

            dan pembangunan infrastruktur (social overhead capital) 
   X  = ekspor
   M = impor

Jadi, AS (Aggregate Supplyy) dibeli untuk C, I, G, X (M sebagai faktor pengurang karena pada C, I, G, X termasuk barang dan jasa impor).

· AD (Aggregate Demand) penentu AS (Aggregate Supply)
1. Seperti dikemukakan diatas, terdapat konklusi bahwa pertumbuhan GDP atau GNP atau Y disebabkan oleh kemajuan teknologi (r), peningkatan modal K dengan kontribusi sebesar (, dan peningkatan baik jumlah maupun kualitas SDM L dengan konstribusi sebesar   (1– () --- yaitu sesuai dengan teori economic growth : teori klasik, teori neo klasik, teori Harrod-Domar.

Perkembangan teknologi, modal K, SDM L tentunya disebabkan oleh peningkatan AD berupa I (investasi) dan G (pengeluaran pemerintah khususnya untuk pembangunan social overhead capital).
2. AD penentu AS. 

3. AD ditentukan oleh kebijakan ekonomi pemerintah. 

C. STRATEGI PEMBANGUNAN DAN 
      KERANGKA KEBIJAKAN EKONOMI SEJAK TAHUN 1966
· Untuk memacu dan memantapkan perkembangan ekonomi secara berkelanjutan, Indonesia sejak tahun 1966 menerapkan strategi pembangunan :

1. Meningkatakan mobilisasi dana 

Dana adalah modal dalam sektor keuangan sebagai sumber untuk membangun modal fisik (K) di sektor riil baik berupa social overhead capital dan pabrik.
Jadi mobolisasi dana ditujukan untuk meningkatkan I dan G.
2. Meningkatkan ekspor (export promotion)
Ekspor naik berarti sebagaian produksi barang dan jasa (AS) Indonesia dibeli oleh penduduk luar negeri, sehingga tidak saja GDP atau GNP atay Y menjadi meningkat, tetapi juga meningkatna saving (S), pajak dan penerimaan pemerintah lainnya (T), Cadangan devisa untuk pembiayaan impor dan kestabilan kurs.

5. Menjaga stabilisasi harga untuk pengendalian inflasi.

· Dengan strategi pembangunan diatas, maka Indonesia sejak 1966 menerapkan kerangka kebijakan : 

1. Menarik modal atau dana dari negara-negara luar dalam bentuk :

1). Pinjaman luar negeri (Foreign loans) pemerintah yang pada dasarnya berupa Bantuan luar negeri (Foreign aid), karena mengandung grant elements yang tinggi berhubung : (1). Suku bunga (interest) rendah dan kemudian cukup rendah, (2). Masa bebas bayar (grace period) yang panjang dan kemudian       cukup panjang, (3). Jangka waktu pembayaran (maturity) panjang dan kemudian cukup panjang, (4). Bantuan cuma-cuma (grants). 
2). Penanaman modal asing (PMA) --- Direct foreign investments (cash and in kind).
3). Pemasukan dana luar negeri melalui perbankan dan penjualan surat berharga (securities) dalam negeri yaitu saham (stocks) dan surat hutang (obligasi --- bonds, Commercial papers --- CPs).

2. Merubah sistem devisa (exchange system), dari sistem devisa kontrol dengan berbagai kurs (multiple rates) sesuai dengan penggunaannya --- exchange control with multiple exchange rates, menjadi sistem devisa bebas dengan sistem kurs yang ditetapkan oleh Otoritas Moneter, sejak tahun 1967.

Dengan perubahan sistem devisa ini, maka pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi devisa atau transfer bebas menetapkan jumlah, waktu, tempat, kurs, dan aspek lainnya.  
3. Menetapkan sistem kurs (exchange rate system) dari waktu ke waktu. Perubahan sistem kurs :

1). Pada awal periode selama tahun 1966 hingga 1983 dianut sistem kurs tetap (fixed exchange rate system). 
2). Kemudian selama tahun 1983 hingga 1997 dianut sistem kurs bebas terkendali (managed floating exchange rate system)   namun dengan penyesuaian lebih ke arah pasar (market floating) karena jangka waktu kurs berlaku terus diperpendek dari sebelumnya selama bulanan, mingguan, harian, kemudian beberapa jam (jaman).  

3). Kemudian karena krisis kurs, maka sejak pertengahan 1997 dianut sistem kurs bebas pasar (freely floating exchange rate system). 

4. Melakukan deregulasi :

1). Deregulai terhadap suku bunga yaitu melepaskan sistem kontrol oleh Bank Indonesia selaku Otoritas Moneter menjadi sistem bebas ditentukan oleh pasar, pada tahun 1983.

2). Deregulasi lembaga keuangan yang dimulai terhadap lembaga perbankan pada tahun 1988 (Pakto 1988). 

Sebagai catatan, sebelum deregulasi beberapa lembaga keuangan telah dikembangkan seperti Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Asuransi, Dana Pensiun.

3). Deregulasi dan pengembangan Pasar Uang (Money Market), baik Pasar Uang Antar Bank (Interbank Call Money Market dan pasar serta instrumen untuk Pasar Uang). 

4). Deregulasi dan pengembangan Pasar Modal (Capital Market).

5. Memberi subsidi dan dana kepada masyarakat petani, pengusaha kecil maupun pengusaha menengah dan pengusaha besar, baik melalui APBN maupun KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia), guna meningkatkan produksi, pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat. Kebijakan ini termasuk sebagai upaya pemerataan secara adil.
6. Secara evolusi meningkatkan peranan swasta dalam kegiatan berproduksi dan investasi, serta mendorong BUMN (Badan Usaha Milik Negara) beroperasi  secara profesional dan efisien seperti usaha swasta.  

D. GRUP KEBIJAKAN-KEBIJAKAN EKONOMI 
      SEJAK TAHUN 1966
Dengan strategi pembangunan dan kerangka kebijakan diatas, maka kebijakan pembangunan ekonomi ditujukan untuk :

1. Peningkatan Aggregate Demand (AD) atau Aggregate Expenditure sehingga meningkatkan produksi barang dan jasa atau Aggregate Supply (AS), dengan kebijakan-kebijakan :

1). APBN

2). Investasi 

3). Ekspor 
4). Neraca Pembayaran dan Cadangan Devisa
5). Perdagangan dalam negeri 

6). Moneter (uang, suku bunga, dan kurs)
7). Perbankan dan sistem pembayaran
2. Pengendalian inflasi, dengan kebijakan-kebijakan :

1). APBN

2). Moneter

3). BULOG

3. Peningkatan Aggregate Supply (AS), dengan kebijakan- kebijakan : 
1). Untuk SDA (sumber daya alam) --- T, dan teknologi --- f 

a. Peningkatan produktivitas tanah
b. Pelestarian kehutanan antara lain dengan reboisasi

c. Penelitian dan eksplorasi sumber mineral

d. Peningkatan teknologi pengolahan dan pemeliharaan SDA
2). Untuk SDM (sumber daya manusia) --- L, dan teknologi --- f
a. Penyesuaian upah minimum

b. Pendidikan

c. Keluarga berencana

d. Kesehatan

e. Teknologi

3). Untuk modal --- K, dan teknologi --- f

a. Infrastruktur (social overhead capital)
b. Pabrik dan alat produksi

c. Teknologi produksi

E. RINCIAN KEBIJAKAN  PENINGKATAN 
      AGGREGATE DEMAND (AD) SEJAK TAHUN 1966
1. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
· Prinsip

1). Sejak tahun 1966 sampai sekarang pada dasarnya dianut APBN berimbang (Balanced Budget) --- lihat tabel indikator, yaitu penerimaan sama dengan pengeluaran.
2). Penerimaan terdiri dari penerimaan dalam negeri selama tahun berlaku dan nilai bantuan luar negeri (program aid dan project aid) dalam Rupiah.

3). Pengeluaran juga difokuskan untuk infrastruktur, subsidi untuk peningkatan produksi, stabilisais harga demi pengendalian inflasi, dan peningkatan daya beli masyarakat yang patu dibantu.  

· Penerimaan APBN --- notasi T dalam Ekonomi Makro, terdiri dari :

1). Penerimaan dalam negeri selama tahun berlaku :

a. Pajak termasuk dari minyak bumi dan gas, dan bea cukai --- ditangani oleh Departemen Keuangan melalui Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, dan Dirjen Lembaga Keuangan.

b. Penerimaan bukan pajak --- ditangani oleh Departemen Keuangan melalui Dirjen Lembaga Keuangan.

2). Bantuan luar negeri (foreign aid) --- yang akan dibayar oleh Penerimaan dalam negeri dimasa mendatang.

Catatan :    
Penerimaan dalam negeri dimasa mendatang dapat berupa :

a. Penerbitan surat berharga oleh pemerintah (Departemen Keuangan) yang dijual kepada investor dalam negeri dan luar negeri --- di Amerika Serikat diterbitkan secara teratur Treasury bills (T-bills) dan Obligasi pemerintah (government bonds).

b. Pinjaman luar negeri --- pinjaman ini baik dari pemerintah maupun kreditor swasta luar negeri.
Catatan :

Di Indonesia, pinjaman luar negeri dikategorikan sebagai bantuan luar negeri karena dalam pinjaman terdapat tingkat grant elements yang tinggi.

Bantuan luar negeri ini terdiri Bantuan program (Program aid) dan Bantuan proyek (project aid). 

Program aid pada dasarnya berupa komoditi seperti beras dan lainnya yang diperlukan stabilisasi harga. Penerimaan pemerintah (APBN) dari program aid ini adalah hasil penjualan (misalnya oleh BULOG) berdasarkan harga yang ditetapkan oleh pemerintah (Departemen Keuangan) --- dana ini disebut dana counterpart program aid, sehingga terdapat subsidi antara harga dalam dollar yang merupakan hutang pemerintah dengan dana counterpart.   

Project aid diterima oleh pemerintah langsung berupa proyek (in kind) termasuk didalamnya technical assistance.  
· Pengeluaran APBN --- notasi G dalam Ekonomi Makro, terdiri dari :

1). Pengeluaran rutin 

Disamping untuk pegawai dan TNI, juga untuk pendidikan dan subsidi. 

Subsidi ditujukan baik untuk mendorong peningkatan produksi, stabilisasi harga, peningkatan daya beli masyarakat agar cukup mampu melakukan konsumsi : jadi subsidi pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sebagai upaya pemerataan secara adil.

2). Pengeluaran pembangunan
Ditujukan untuk membangun dan memelihara infrastruktur (social overhead capital).

Sumber pembiayaannya adalah Project aid dan Tabungan Pemerintah (kelebihan dari total Penerimaan dalam negeri selama tahun berlaku ditambah Dana counterpart dari Program aid, dikurangi Pengeluaran rutin). 

2. Investasi swasta
· Pemasukan modal atau dana investor luar negeri melalui :

1). PMA (Penanaman modal asing) --- Direct Foreign Investment, berdasarkan Undang-Undang PMA tahun 1967.

2). Pembelian surat berharga oleh investor luar negeri --- Portfolio foreign investment. Surat berharga antara lain saham (stocks), obligasi (bonds), commercial papers (CPs). 
3). Kredit perbankan luar negeri kepada bank-bank dalam negeri atau secara langsung kepada debitur dalam negeri.
· Kredit perbankan dalam negeri.
· Suku bunga kredit yang optimal dan kondusif bagi sektor riil dan sektor keuangan.

· KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) dan pengaturan suku bunga kebijakan moneter (monetary policy rates).
3. Ekspor
· Ekspor migas (minyak dan gas bumi)
Ekspor minyak naik karena harga ekspor naik sampai awal tahun 1980an, kemudian menurun tidak saja karena harga ekspor menurun tetapi juga karena volume ekspor menurun sebagai akibat konsumsi dalam negeri (BBM) meningkat sejalan dengan meningkatnya permintaan sebagai akibat keberhasilan pembangunan ekonomi.

Ekspor gas (LNG dan LPG) meningkat secara signifikan karena volume ekspor meningkat sebagai pertambangan yang berhasil.

· Ekspor non migas

1). Ekspor non migas meningkat secara signifikan dan setelah pertengahan 1980an terus meningkat dengan kenaikan yang cukup berarti, karena :

a. Sejalan dengan kenaikan permintaan dunia atau negara-negara pengimpor sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dunia.
b. Terdapat diversifikasi komoditi ekspor (kayu dan produknya, tekstil dan pakaian, elektronik, barang-barang produk pertanian dan sumberdaya alam lainnya) karena berbagai investasi dengan sumber pembiayaan tersebut diatas dan multiplier effect.
c. Terdapat intensifikasi komoditi ekspor dalam arti terdapat peningkatan keuntungan komparatif (comparative advantage) dan bahkan keuntungan kompetitif (competitive advantage) karena lebih murah, kualitas meningkat, dan lebih sesuai dengan keinginan konsumen.

d. Pengaruh kurs Rupiah terhadap valuta asing terutama dollar Amerika Serikat, dimana Rupiah terkendali dari overvalued yang berlebihan, sehingga dapat menjaga kurs riil (real effective exchange rate) atau daya saing terjaga.

4. Neraca Pembayaran (Balance of Payments) dan Cadanga Devisa
· Neraca Berjalan (Current Account) selalu defisit, karena :

1). Current account non migas selalu defisit dalam jumlah yang besar, sedangkan Current account migas (Net migas) selalu surplus.

2). Defisit Current account non migas dimaksud disebabkan oleh :

a. Neraca jasa-jasa (Balance on services) non migas selalu defisit dan terus membesar, terutama karena : 

· Pembayaran bunga hutang. 

· Pembayaran angkutan (transportation). 

· Pembayaran perjalanan ke luar negeri (travel abroad).
b. Neraca perdagangan (Trade balance) non migas mengalami defisit dalam jumlah yang memadai, walaupun kadang-kadang mengalami surplus.

Neraca Perdagangan (Trade Balance) non migas defisit dalam jumlah yang tidak besar, walaupun kadang-kadang mengalami surplus.
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